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Peralihan hak dapat terjadi melalui peristiwa hukum dan perbuatan hukum. Peralihan hak yang terjadi dalam
kasus ini karena adanya peristiwa kematian dan hibah. Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
1997 tentang Pendaftaran Tanah menegaskan bahwa peralihan hak melalui perbuatan hukum dibuktikan
dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Pasal 42 Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menegaskan bahwa peralihan hak melalui pewarisan
dibuktikan dengan surat tanda bukti sebagai ahli waris. Peralihan hak dapat menjadi batal apabila syarat dan
prosedur peralihan hak tersebut tidak terpenuhi sebagaimana kasus yang terdapat pada Putusan Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor 106 K/TUN/2020 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 2568 K/PDT/2019. Penelitian ini mengangkat masalah mengenai keabsahan akta-akta yang
dijadikan sebagai dasar peralihan hak milik atas tanah serta keabsahan peralihan hak milik atas tanah itu
sendiri dan bagaimana pertanggungjawaban seorang Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
terhadap akta yang dibatalkan sehingga mengakibatkan peralihan hak milik atas tanah juga dibatal kan.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan analisis data kualitatif. Hasil dari
penelitian ini adalah bahwa akta-akta yang dijadikan sebagai dasar peralihan hak milik atas tanah cacat
materiil sehingga menyebabkan peralihan hak milik atas tanah tersebut menjadi batal. Notaris dan Pejabat
Pembuat Akta Tanah (PPAT) tidak dapat dituntut untuk memberikan kerugian karena akta-akta yang
dibatalkan bukan akibat kesalahan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).</p><p> </p><p>Kata
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Transfer of rights can occur through the events of the laws and deeds of the law. Transfer of rights that
occurred in this case because of the presence of death and grants. Article 37 of Government Regulation
Number 24 of 1997 on Land Registration confirms that the transfer of rights through the deeds of the law is
evidenced by a deed made by a Land Deed Official (PPAT) and Article 42 of the Government Regulation
Number 24 of 1997 on Land Registration confirms that the transfer of rights through inheritance evidenced
by a certificate of proof as heirs. Transfer of rights can be void if the terms and the procedure of transfer of
rightsis not fulfilled as the case contained in the Decision of the Supreme Court of the Republic of
Indonesia Number 106 K/TUN/2020 jo Ruling of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number
2568 K/PDT/2019. This study raised the issue regarding the validity of the deed-a deed which serve asthe
basis of the transition of property rightsto land as well asthe validity of the transition property rightsto the
land itself and how the accountability of aNotary and Land Deed Official (PPAT) to a deed undone,
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resulting in the transition of property rightsto land are also canceled. This research uses normative juridical
research method with qualitative data analysis. The results of this study are that the deed-a deed which
serve</em><em>s</em><em> as the basis of the transition of property rights to land defective materia so
that the transition of the property rights over the land becomes void. The notary and the Land Deed Official
(PPAT) can not be required to provide aloss because of the deed-the deed is cancelled not due to the fault of
the Notary and the Land Deed Official (PPAT).



